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Menimbang : a.

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 2. TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEMBATA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi,
antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan, keadaan mendesak dan luar biasa, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 junto Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah; ‘l /ﬁ/



Mengingat :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan huruf b, perlu menctapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun

Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); /\1 /[



7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /Pmk.07 /2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka

Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 297);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata

Tahun 2022 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022.
Ak



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Lembata.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah
untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah. \}\ ‘/ﬂ j



11.

12.

13.

14.

15.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiavaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat
yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau
kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah

yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah :

1. semula Rp.830.139.770.945,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.118.125.502,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 831.257.896.447,00
b. Belanja Daerah :
1. semula Rp.1.065.139.770.945,00
2. bertambah/(berkurang) (Rp. 20.994.784.336,00)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp.1.044.144.986.609,00
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan (Rp. 212.887.090.162,00) % Y / 5



c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan Pembiayaan :

a) semula Rp.240.000.000.000,00

b) bertainbah/(berkurang) (Rp. 22.112.909.838,00)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.217.887.090.162,00
2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula Rp. 5.000.000.000,00

b) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.212.887.090.162,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1} semula Rp. 54.796.736.943,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 11.369.477.367,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 43.427.259.576,00
b. Pendapatan Transfer:

1) semula Rp.742.869.084.002,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 282.306.207,00)

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp.742.586.777.795,00 A( \// j/



c. Lain - lain PendapatanDaerah yang Sah :

1) semula Rp. 32.473.950.000,00

2) bertambah /(berkurang) Rp. 12.769.909.076,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 45.243.859.076,00
Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah :

1) semula Rp. 13.649.993.367,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 380.000.000,00)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 13.269.993.367,00
b. Retribusi Daerah :

1) semula Rp. 25.747.785.364,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 4.638.565.852,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 21.109.219.512,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :

1) semula Rp. 6.500.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 4.025.635.050,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 2.474.364.950,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :
1) Semula Rp. 8.898.958.212,00 J \/l /
2) bertambah/(berkurang) (Rp. 2.325.276.465,00)




Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 6.573.681.747,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Tranfer Pemerintah Pusat :

1) semula Rp.723.482.166.056,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 6.360.855.338,00)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan Rp.717.121.310.718,00
b. Transfer Antar Daerah :

1) Semula Rp. 19.386.917.946,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 6.078.549.131,00

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp. 25.465.467.077,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah :

1) semula Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. 13.324.179.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 13.324.179.000,00
b. Dana Darurat :
1) semula Rp.0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp.0,00

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :
1) semula Rp.32.473.950.000,00 )l '/‘ j
2) bertambah/(berkurang) (Rp. 554.269.924,00)




Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
setelah Perubahan Rp. 31.919.680.076,00

Pasal 5
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Operasional:

1) semula Rp.546.092.960.74 1,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 14.655.412.894,00)

Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan Rp.531.437.547.847,00
b. Belanja Modal:

1) semula Rp.340.472.984.310,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 502.161.551,00)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp.339.970.822.759,00
c. Belanja Tidak Terduga

1) semula Rp. 8.527.209.891,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 5.527.209.891,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp.3.000.000.000,00
d. Belanja Transfer

1) semula Rp.170.046.616.003,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 310.000.000,00)

Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp.169.736.616.003,00



Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a.

Belanja Pegawai :

1) semula

2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Belanja Barang dan Jasa :

1) semula

2) bertambah/(berkurang)

Pasal 6

Rp.336.467.178.939,00
(Rp.28.156.774.728,00)

Rp.190.591.802.881,00
Rp. 11.599.212.434,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Belanja Bunga :

1) semula

2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan
Belanja Subsidi :

1) semula

2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan
Belanja Hibah :

1) semula

2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp. 6.294.815.621,00
(Rp. 1.094.469.370,00)

Rp 0,00
Rp. 0,00

Rp. 2.384.163.300,00
Rp. 2.786.618.770,00

Rp.308.310.404.211,00
Rp.202.191.015.315,00
Rp. 5.200.346.251,00

Rp. 0,00

Rp. 5.170.782.070,00/{/
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(2)

f. Belanja Bantuan Sosial:

1) semula Rp. 10.355.000.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. 210.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

a. Belanja Modal Tanah:

1) sebelum Rp. 3.679.191.076,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. 238.762.000,00

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan

. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

1) sebelum Rp. 22.666.589.982,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. 4.323.863.186,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan

. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :

1) sebelum Rp. 21.896.636.347,00
2) bertambah/(berkurang) (Rp. 614.882.765,00)

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah Perubahan

. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) sebelum Rp.287.838.671.975,00
2) bertambah/(berkurang) (Rp. 4.721.124.451,00)

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan

Rp. 10.565.000.000,00

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

Rp. 3.917.953.076,00
Rp. 26.990.453.168,00

Rp. 21.281.753.582,00

Rp.283.117.547.524,00 4 .



e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) sebelum Rp. 4.391.894.930,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 271.220.479,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp. 4.663.115.409,00
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

1) sebelum Bp. 0,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah Perubahan Rp. 0,00

( 3 ) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :

a. Sebelum Rp. 8.527.209.891,00
b. Bertambah/(berkurang) (Rp. 5.527.209.891,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00

(4 ) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, terdiri dari atas :

a. Belanja Bagi Hasil :

1) sebelum Rp. 1.364.999.222,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 1.364.999.222,00

b. Belanja Bantuan Keuangan :
1) sebelum Rp.168.681.616.781,00
2) bertambah/(berkurang) (Rp. 310.000000,00) ! /
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp.168.371.616.781,00 ;{ \/l




Pasal 7

Anggaran Pembiavaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
a. Penerimaan Pembiayaan :

1) sebelum Rp.240.000.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 22.112.909.838,00)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp.217.887.090.162,00

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1) sebelum Rp. 5.000.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a), terdiri atas :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya :

1) semula Rp.15.000.000.000,00

2) bertambah /(berkurang) (Rp. 9.672.193.663,00)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp. 5.327.806.337,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) semula Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp. 0,00 ’l 1/‘ /
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c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1)semula Rp. 0,00

2)bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan  Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) semula Rp.225.000.000.000,00

2) bertambah / (berkurang) (Rp.12.444.297.993,00)

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp.212.555.702.007,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) semula Rp. 0,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 3.581.818,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 3.581.818,00

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) semula Rp. 0,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

setelah perubahan Rp. 0,00
( 2 ) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) semula Rp. 0,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

A b /
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b. Penyertaan Modal Daerah

1) semula Rp. 5.000.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) semula Bp. 0,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang setelah perubahan Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) semula Rp. 0,00

2 bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

1) semula Rp. 0,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah ini. }‘Z \/L /
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(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah

dan atau masyarakat.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lembata ini, terdiri dari :
Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,

Belanja, dan pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi,
Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan; 4' ‘/Z ./
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Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS
dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Perkiraan
Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman Daerah; dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

v
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Diundangkan di Lewoleba
‘/%ada tanggal <7 oktober
B 3

Bupati menetapkan Peraturan Bupati te

Pasal 11

entang Penjabaran Perubahan An

ggara

n Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata

Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lembata Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Lembata.

KRET RIS"DAERAH

2022

BUPATEN LEMBATA,

— %
’KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022 NOMOR 293

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal l} Ok&ober 2022

/ PE/NJA‘BATJBUPATI LEMBATA, ’_,

i~y ,; e : AY

i f AN\._2 P

: . | S A |
- : = i
r SR

'/ MARSIANUS JAWA

\ .

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1 /2022
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Lampiran I

. Peraturan Daerah Kabupaten

Lembata

2 Tahun 2022

Tanggal 17 Oktober 2022
KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Jumlah (Rp) Bertambah/{Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 54.796.736.943 43.427.259.576 {11.369.477.367) 21 %
4.1.01 Pajak Daerah 13.648.993.367 13.269.993.367 (380.000.000) %
4.1.02 Retribusi Daerah 25.747.785.364 21.109.219.51 (4638.565.852) 18 %
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.500.000.000 2.474.364.950 {4.025.635.050) 62 %
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 8.898.958.212 6.573.681.747 {2.325.276.455) 26 %
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 742.869.084.002 742.586.777.795 {282.306.207) 0%
4201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 723.482.166.056 717.121.310.718 (6.360.855.338) 1%
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah  » 19.386.917.946 25.465.467.077 6.078.549.131 31 %
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 32.473.950.000 45.243.859.076 12.769.909.076 39 %
4.3.01 Pendapatan Hibah 0 13.324.179.000 13.324.173.000 100 %
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 32.473.950.000 31.819.680.076 (554.269.924) 2%

Jumlah Pendapatan 830.139.770.945 831.257.896.447 1.118.125.502 0%
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 546.092.960.741 531.437.547.847 {14.655.412.894) 3%
5.1.01 Belanja Pegawai 336.467.178.939 308.310404.211 {28.156.774.728) 8 %
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.591.802.881 202.191.015.315 11.599.212.434 6%
5.1.03 Belanja Bunga 6.294.815.621 5.200.346.251 {1.094.469.370) 17%
5.1.05 Belanja Hibah 2.384.163.300 5.170.782.070 2.786.518.770 117 %
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 10.355.000.000 10.565.000.00 210.000.000 2%
5.2 BELANJA MODAL 340.472.984.310 339.970.822.759 (502.161.551) %

102
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5.2.01 Belanja Modal Tanah 3.679.191.076 3.917.953.076 238.762.000 6%
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.666.589.982 26.990.453.168 4.323.863.186 19 %
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.896.636.347 21.281.753.582 (614.882.765) 3%
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 287.838.671.975 283.117.547524 (4.721.124.451) ZTA
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.391.894.930 4.663.115.409 271.220.479 6%
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 8.527.209.891 3.000.000.000 (5.527.209.891) 65 %
53.01 Belanja Tidak Terduga 8.527.209.891 3.000.000.000 (5.527.209.891) 65 %
5.4 BELANJA TRANSFER 170.046.616.003 169.736.616.003 {310.000.000) 0%
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.364.999.222 1.364.999.222 0 0%
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 168.681.616.781 168.371.616.781 (310.000.000) 0%
Jumlah Belanja 1.065.139.770.945 1.044.144.986.609 (20.994.784.336) 2%
Total Surplus/(Defisit) {235.000.000.000) (212.887.090.162) 22.112.909.838 -9 %

6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 240.000.000.000 217.887.090.162 (22.112.909.838) 9%
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 15.000.000.000 5.327.806.337 (9.672.193.663) 54 %
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 225.000.000.000 212.555.702.007 (12.444.297.993) 6 %
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 3.581.818 3.581.818 100 %
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 240.000.000.000 217.887.090.162 (22.112.909.838) 9%
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0%
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000 5.0600.000.000 4 0%
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0 0 0 C %
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0%
Pembiayaan Netto 235.000.000.000 212.887.090.162 . (22.112.909.838) 9%
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 100%
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Lampiran I Peraturan Daeran Kabupaten
Lembata
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 17 Oxtoper 2022

l KABUPATEN LEMBATA
| RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
| TAHUN ANGGARAN 2022

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

| |
| !

Kode !

i

Urusan Pemerintahan

Daerah

Pendapatan

Belanja

' Belanja Operasi | Belanja Modal |

Belanja Tak
Terduga

Belanja Transfer |
i

Jumlah Belanja

Belanja

Pendapatan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak
Terduga

Belanja Transfer

Jumlah Belanja

{URUSAN
I | PEMERINTAHAN WAJIB
1 'YANG BERKAITAN
| DENGAN PELAYANAN
{DASAR

18.108.946.364

i H
| | i
1316.375.310.878329.232.212.786

| I

i
i
|

0

645.607.523.664

17.026.988.612

321.057.550.855  327.447.744.131

0| 648.505.294.986

‘1,01

URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG PENDIDIKAN |

|

10.000.000

i
1149.356.949.317. 23.643.797.001
| |

173.000.746.318

5.000.600:

156.511.037.270 23.115.608.810

0| 179.626.646.080

DINAS PENDIDIKAN

10.000.000

173.000.746.318

5.000.000

0 179.626.646.080

1110117.02.2.29.0.00.03.0000
11102,
|

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

15.065.546.364

149356949317, 23.643.797.001 !

116.275.360.234| 15.221.762.300

131.497.122.534

16.838.588.612

156.511.037.270, 23.115.608.810

116.381.035.859 17.945.113.965

0| 134.326.149.824:

DINAS KESEHATAN

1.410.470.000

77.233.645.354j 3859.762.3003

81.093.407.654

1.410.470.000

0 84.243.657.939

{2102 2.02.0.00.0.00.01.0000

111021.02.0.00.0.00.02.0000

RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

13.655.076.364

| {
39.041.71£.880 i 11.362.000.000

50.403.714.880

15428118612

77.195.306.699 7.048.351.240

39.185.729.160  10.896.762.725

0 50.082.491.885 !

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG

3.026.900.000

29.664.067.813 | 290.361.653.485 |
H i
1

320.025.721.298

176.900.000;

26.636.222.542 273.058.242.356

0| 299.694.464.898

i1 ;03 :2.03.2.15.0.00.02.0000

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG

3.026.900.0

29,661-.067.8'.3E 290 361653‘485“

0

320.025.721.298

176.900.000 |

26.636.222.542 273.058.242.356

URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

2.500.000

9.802.058.698 5.000.000:

0

9.807.058.698

2.500.000!

9.505.004.628 4.600.000

i

0 9.509.604.628

i

111042.06.2.10.0.00.01.0000,
Ly !

DINAS PERUMAHAN |
RAKYAT, KAWASAN |
PERMUKIMAN DAN |
PERTANAHAN

i
|
2.500.000 i
|

9.802. 98 |

(@)
v
co
N

5.000.000,

0l

9.807.058.698

2,500,000

9.505.004.628 | 4.600.000

0 9.509.604.628

f

hitps://lembatakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FcewdGUIMy@CCbHmMP85i99rirn 1Q 1xyHG3mLvOuGsIZIr2zDLJIXteOB2sQK1 A41cE7XtaoZFQEjc@GJAJOIE JcDCX3SwKisF CAMBaKIHLoks49znyoOq/E STeBsSXAZpaCidxx5DPE3vFIF7pDHEXNpTehGrCi..
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URUSAN | i | 3 | :

PEMERINTAHAN i [ : ‘ i !

BIDANG ! i : | : ; ! !

- | KETENTERAMAN DAN | i | ! ; i ! | 5 .

1,05, ; 3.500.000] 7.602.974.406 0 0 0/ 7.602.974.406 3.500.000] 8.736.369.772] 13.324.179.000 0 0| 22.060.548.772
i © KETERTIBAN UMUM | 9 Autear i | | i

| | SERTA ; { | ‘ , ;

| PERLINDUNGAN | ! !

| MASYARAKAT g |

SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA
BADAN | ; f 1 ' | ‘

PENANGGULANGAN | 2500000, 2454252692 0! 0 0 2454252692 2500.000,  3.819.642.353 13.324.179.000 0 0] 1743821359
BENCANA DAERAF | ! | ! i | i

5.148.72171¢4 1.000.000 16.727.413 C 0

T >
| | i

~
[t}
o
=)
N
o
it
o
S
N
~
S
e
w

©
o
o

1000000 5148721714

i URUSAN | ; ! i ! ‘; i
1106 PEMERINTAHAN | 500.000 3.673.900.410 0 0 0/  3.673.900.410 500.000  3.287.880.784 0| 0 0 3.287.880.784
| | | | i

| BIDANG SOSIAL

DINAS SCSIAL,

[ PENGENDALIAN
12106 :2.08.2.24.2.06.02.0000 PENDUDUK DAN
P ‘ KELUARGA _
P 1 BERENCANA | = 1 ; 3

i : |

|
; ; ! ‘
1 1 ! | i '
,

o
o
o

3.673.900410 0 3287580784 ol 0} 0 3.287.880.784

(=)

3673.900.410]

{PEMERINTAHAN WAJIB | } ; | | :
2] .YANG TIDAK BERKAITAN | 5.291.287.500, 40.272.075.651  8.020.703.024 0 0  48292.778.675| 3.079.948.400  43.807.606.575, 8.890.458.634 0 0| 52.698.065.209,
Lo | DENGAN PELAYANAN : : ! | i
Co | DASAR ! 1 {

'URUSAN i | | |

i
P | URUSAN | ‘ i
[ . PEMERINTAHAN i | | |
12107 i 1.876.204.384| | .876.204.384
i BIDANC TENAGA i 0/ 1.876.204.384] ol 0 0 1

H
' 1.900.328.370 0 1.900.328.370

o
o

i
{ i
T T I 1 i i
] i i / ! i
|
i

P DINAS TENAGA { ! |
2107 {3.32.2.07.0.00.02.0000 KERJA DAN ! 0l 1.876.204.384 2.876.204.384 0 1.900.328.370 0 0i 0 1.900.328.370
Lo | { |

P | TRANSMIGRAS] | | | | | :

——r :
i i 1 i 1
t 1

URUSAN ,
! ' PEMERINTAHAN :‘ ! " !
P | BIDANG | i i i ‘
2/08 PEMBERDAYAAN 3.500.000  2.201.855.243 o 0 0 2.201.855.243 3.500.000. 1.941.112.045 0 0 0 1.941.112.045
foy PEREMPUAN DAN | | ; , i
PERLINDUNGAN j ; , ,
ANAK | i | i s i :
| DINAS i , »
| f PEMBERDAYAAN ? f ‘ ‘ »
PEREMPUAN DAN 10000000  2.201.855243 ol 0 0 2.201.855.243 1.000.000{  1.941.112.045 0| J 0 19411
P 3 PERUNDUNGAN | i f i i !
| ANAK | | i ‘ &
j i | URUSAN I j | | | i
2109 ! PEMERINTAHAN 0 256.118.250 o 0 ol 256.118.250 0;  271.883.250 0o 0 0 271.883.250
BIDANG PANGAN ' : ’ i : ‘

o
o
o

045

N
o
(o]
~N
o
o0
o
(=]
S
o
[=}
o
(=}
2
o
(=}
S
[}
[
o
5

)
u

DAN KETASANAN C 256.118.250 o 0 0! 256.118.250 0 271.883.250 C 0, 0 27:.883.

i | | i |

2:0913.27.2.09.0.00.01.0000
[ ‘ PANGAN | ‘ é ‘ ‘ £z

hdW®
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e |
!
|

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERTANAHAN

671.508.610

3.712.491.076

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD

4.383.999.686

517.045.850

3.951.253.076

4.468.298.926

{2110 t1.042.10 0.00.01.0000 |
| | |

DINAS PERUMAHAN |

RAKYAT, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN |

PERTANAHAN

671508610

3712.£91.076.

4.383.999.686

|
517.045.850'

|

i

3951.253.076!

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

10_00000013

2.848.879.208'

197.179.070'

3.046.058.278

10.000.000

2.615.464.218

192.279.120!

2.807.743.338

DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

10.600.00C

2.848.879.208

197.179.070,

3.046.058.278

10.000.000

2.615.464.218]

192.279.120]

2.807.743338

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

|

2.500.000

i

3.637.662.490

3.637.662.490

|
2.500.000,

3.180.159.220;

3.180.159.220

12 12 12.12.0.00.0.00.02.0000
i i i

i
i i
. |

DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL

2.500.000
i

3.637.662.490

3.637.662.490

2.500.000

3180159220

3180.159.220

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

3.600.477.544

3.600.477.544

i
3.417.949.370

|
|

29.000.000 |

3.446.949.370

H
{
i
{

i2i1371

DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

3.600.477.544

3.600.477.544

3417.949.370,

29.000.000]

I

3.446.949.37C,

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

4.517.056.205

590.342.300

5.107.398.505

4.591.151.365

590.342.300'

5.181.493.665

{1412.08.2.14.1.06.01.0000]
Pl |
| |

DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

590.342.300

5.107.398.505

£591151.365]

[=]

5.181.493.665

I

215

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERHUBUNGAN

4.034.012.500

3.927.060.202

i
265.844.110

4.192.904.312

1.506.526.400

4.639.798.983

465.820.670

5.105.619.653

https://lembatakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FccwdGUIMy@CCbHMP85i99rim1Q 1xyH G3mLvOuGs|ZIr2zDLJXteOB2sQK1A41cE7 XtaoZFQEjc

L
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DINAS i

41 431 1.506.526.400° 4.639.798.983 465.820.670! 0 0 5.105.619.653
PERHUBUNGAN .192.904.312 .506.526 ‘

o
o

i2 J 1542 25.0.00.0.00.02.0000 4.034.012.5001’ 3.927. 060.202:‘ 265.844.210]

Lo | URUSAN
. | PEMERINTAHAN ‘
14|20 | BIDANG KOMUNIKASI |

i |
| i
i | | | |
| |
[ | |
I DAN INFORMATIKA | !
i
|

: | |
2.749.662.829 29.100.000], 0 0] 2.778.762.829 145.000.000 2.933.011.186 | 246.864.0005 0 0 3.179.875.186

172.479.000 |
‘ " |

DINAS KOMUNIKASI |
DAN INFORMATIKA |

172.479.000 2.749.662 829; 29A'_00.OOO‘ 0 0 2.778.762.829 145.000.000 2933.011.186 246.864.000 0 0 3.179.875.186
| | i I

12 6 2.16.2.20.2.21.07.0000

|

" URUSAN | | |
| PEMERINTAHAN i | ‘ |

USAHA KECIL, DAN ] |
MENENGAH

: i | ,
(17 ! BIDANG KOPERASI, 725.096.000i 4.336.198.017 ! 0} 0 0 4.336.198.017 701.296.000 ‘ 4.348.955.112 0 ! 0 0 4.348.955.112
i H | § i
| |
{ {
|

i | ‘ ;
\
| |

P F DINAS KOPERAS!,
4336198017 0 0 0 £336.198.017 701296000 4328955112 o 0 0 4328955112
1

P ! PERINDUSTR!
12117,217.3.32.3.30.02.0000 ERINDUSTRIAN

degm | 725096000,

URUSAN i |

‘218 | PEMERINTAHAN " 8.200.000| 2.192.104.810| 0 0 0 2192104.810|  110.306.000 2.128.436.554. 0 0 0| 2128436554

| ‘ ! i i
P i PERDAGANGAN ! { | I !
i i T 7
!

i ! BIDANG PENANAMAN |

e ;  MODAL

DINAS PENANAMAN | | ‘
g i MODAL DAN | ‘; v | ,
1812.182.07.3.32.02.0000] PELAYANAN ; 8.200.000  2.192.104.810] 2192104810 110.306.000| 2128436554 0

i i
|
i

i
i

| | | |

i
H

2

i
i
K
| |

[ i TERPADU SATU |
b ! PINTU | |

i |
! |
|

URUSAN

v PEMERINTAHAN | | | | |
19, BIDANG ~ 0 2.604.262.471| 1.838.687.468 0 0/ 4.442.949.939 0 6.930.503.014  2.024.087.468. 0 0|  8.954.590.482
i i

i ]

1; i | KEPEMUDAAN DAN
1

| i

|

H

|
|

12
| | i

i i | i | !
! | i

OLAHRAGA |

KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN

|

i

o ‘ DINAS |
i i

2.22.2.19.0.00.02.0000

|
! |

i |

! i

! i | | ‘
0 2604262471  1.838.687.468 0 0 4.442.949.939 0| 6930503014 2024087468 0 0 8954590482

! ; i i

{ | ‘

59.087.090 o! 0 ol 59.087.090 o $2.232.090 | 0 o 0 52.232.090

KEBUDAYAAN |
i

URUSAN
PEMERINTAHAN j 0
BIDANG STATISTIK i |

| | ! | |

o 7 NTCAST |
12/20216220221010000] ~ DINAS KOMUNIKASL |

| | ! | i i
0 59.087.090 OE 0 0! 59.087.090 of 32.232.090i 0 0! 0 32232090
| | | . i

|
i DAN INFORMATIKA |

i | URUSAN | | ; t
221 | PEMERINTAHAN : 0 38.793.000 0 0 ol 38.793.000 0| 20.443.000' 0 0 0 20.443.000

[ BIDANG PERSANDIAN |

T
T

| { % NI 1
21[2.16.2.20221.01.0000 OipAs KaMUNLgiSE |
e i DAN INFORMATIKA | | |

1
|
i
P
{

0! 38.793.000] 0 0 0] 38.793.000 0 20.443.000€ 0 0 0 20 443.000‘

P [ URUSAN -’ :’ i \ ‘
i | i | i ! f
222 | PEMERINTAHAN | 333.000.000, 1.684.708.290 0! 0 0 1684708290 598320000 1639139670, 0 0 o|  1.639.139.670

! BIDANG KEBUDAYAAN ! - J
A:J b

https://lembatakab.sipd.kemendagri go.id/daerah/main?FccwIGUIMy@CCbHmP85i99rm 1Q 1xyHG3mLvOUGsIZIr2zDLJXte OB2sQK 1 A4 1 cE7XtaoZFQEjc@CJASOIEJcDCX3SwKisFCAfBaKIHLoks49znyoOq/ESTeBsSXAZpaCidxx5DP63vFSF7pDHEXnpTehGrCi. .
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| |
12122222.2.29.0.00.02.0000 |

DINAS
KEPEMUDAAN,

OLAHRAGA DAN

KEBUDAYAAN

80.000.000

1.684.708.290

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD

1.684.708.290

563.320.0005

1.639.139.670;

1639.139.670

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERPUSTAKAAN

63.779.150

|
900.000.000 |

263.779.150

i
i
!
|

T
|
|

63.779.150

900.000.000

963.779.150

, i
! 2.24.2.23.0.00.02.0000

i

12123

DINAS KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAXAAN

0,

T

i 63.779.150
i |

900.000.000;

963.779.150

63.779.150;

i

900.000.000

URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG KEARSIPAN

2.500.000

. 3.006.657.858
i !

487.059.000

3.493.716.858

2.500.000

2.616.214.128

490.812.000

3.107.026.128

12,241224.2.23.00001.0000

DINAS KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

2.500.000

| 3006657858

487.059.000 |

3.493.716.858

z.soo.oooj

2616214128

490.812.000%

3.107.026.128;

: |URUSAN
13 PEMERINTAHAN
PILIHAN

2.063.944.000

; 28.097.240.366

T

1.837.384.000 f

29.934.624.366

|
854.000.000

26.078.426.679

1.003.433.650

27.081.860.329

1325

URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG KELAUTAN

DAN PERIKANAN

525.344.000

| 3.334.655.219.

i i

955.500.000

4.290.155.219

|
332.000.000|

|
3.694.394.171!

5.500.000
i
|

1

3.699.894.171

1312513.25.0.00.0.00.01.0000

DINAS PERIKANAN

525.344.000

3.334.655.219]

|
I
\

955.500.000

4.290.155.219

332.000.000

5.500.000/

3.699.894.171

I3]26;

URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG PARIWISATA

o

4.749.669.448

i
634.984.000

5.384.653.448

4.140.748.572

624.647.100

4.765.395.672;

|

I !
1312612.223.26.0.00.03.0000

DINAS PARIWISATA

DAN EKONOMI
KREATIF

0 4749.669.448

|
634.984.000

5.384.653.448

2140748572

524.647.100

=]

395672

~
g
N
o

327

|

URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG PERTANIAN

i i
1.538.100.000: 19.791.052.639

185.000.000

I}

19.976.052.639

521.500.000

17.483.303.315|

231.100.000

17.714.403.315,

327 E 3.27.2.09.0.00.01.0000

DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN

PANGAN

i

i

1.538.100.000'

19.791.052.639

185.000.000 |

19.976.052.639

521.500.000,

1748330331

w

231.100.000
i

17.714.403315

1
i

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERDAGANGAN

93.085.500!

10.000.000

103.085.500

481.526.442 |

481.526.442

Do |
13130/2.17.331.330.01.0000

|
{

DINAS KOPERAS],

PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN

|
10.000.00C |

103.085.500

481.526.442!

481.526.442

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN

116.536.200

51.900.000;

168.436.200

273.104.909

142.186.550

415.291.459

/]w 1/

https://lembatakab.sipd.kemencagri.go.id/daerah/main?FccwdGUIMy@CCbHmP85i99rim 1Q 1xyHG3mLvOuGsiZir2zDLJXteOB2sQK 1 A41cETXtaoZFQEjc@GJAJ0IEJcDCX3SwKisFCABaKIHLoks49znyoOa/ESTeBsSXAZpaCidxx50P63vFIF 7pDHEXnpTchGrCi.

5/8



18/10/22 15.21

i |
| |
I |

313112.1733133002.0000

|

DINAS KOPERAS, |
PERINDUSTRIAN |
DAN !
PERDAGANGAN |

5
116.536.200
{

i

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD

168.436.200

0}

|
i
273.104.909

142.186.550

Al

415.291.459,

i
URUSAN | |
PEMERINTAHAN 5 |

: 00.000/|
BIDANG i 5 00005
TRANSMIGRASI ‘ |

12.241.360

12.241.360

|
500.000

5.349.270

5.349.270

13132/332.2.07.0.00.02.0000

DINAS TENAGA i |
KERJA DAN i 500.000!
TRANSMIGRASI |

12.241.360]

12241360

500.000

5.349.270

5.349.270

L |UNSUR PENDUKUNG |
4 |URUSAN 1

|PEMERINTAHAN

35.000.000

47.813.222.997,
1

{
689.851.500{' 0
i

48.503.074.497

192.000.000

i

|

49.455.623.865

|
1.580.427.134

51.036.050.999

4101,

SEKRETARIAT DAERAH | 30.000.000?

21.734.155.612

156.050.000/ 0

21.890.205.612

187.000.000 |

23.620.281.811

1.067.386.303

24.687.668.114 !

|

I
14 ' 01 4.01.0.00.0.00.02.0000

SEKRETARIAT
DAZRAH

30.000.000

!
156.050.000 | 0

22.890.205.612

187.000.000!

23‘620.28'..81113

1.067.386.303

24687668114,

i
T
i

402

SEKRETARIAT DPRD 5.000.00051

26.079.067.385

533.801.500 (]

26.612.868.885

5.000.000'

25.835.342.054 |

513.040.831

26.348.382.885

102 £.02.0.00.0.00.01.0000

SEKRETARIAT
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

5.600.0001

26.079.067.385 |

533.801.500 0

26612.868.885

i

5.000.000

{

i
|
|
i

25.835.342.054

513.040.831

|

26.348.382.885|

i

|
|
|
|
|
|
I

[ 11 |UNSUR PENUNJANG
| |URUSAN

!

804.307.393.081!

i | PEMERINTAHAN ! i

!
|
69.093.305.058

649.878.1608.527.209.891

i

248.317.009.112

i

809.908.759.435  49.955.665.170

891.386.120

3.000.000.000 169.735.616.003

223.583.667.293

i

PERENCANAAN

5.118.241.036 |

0 0

5.118.241.036

5.000.000

4.581.769.987 ‘

0|

|
4.581.769.987

!
M 5
! |

15.01.5.05.5.03.02.0000

5.000.000
i

BADAN 1
PERENCANAAN g‘
PEMBANGUNAN, | *
© 5.000.000 |

PENELITIAN DAN | >000.000)
PENGEMBANGAN |
|

i

DAERAH

i
'
i
T
1

i
5.118.241.036:

5118241036

5.000.000
|

4581.769.987

|
4581.769.987!

‘502

1804.299.143.081

52.578.143.630 !

69.950.0008.527.209.891

170.046.616.003 |

231.221.919.524

809.900.509.435

35.333.376.570

392.300.000

3.000.000.000 | 169.735.616.003

208.462.292.573 !

10215.02.0.00.0.00.02.0000

KEUANGAN
|

BADAN KEUANGAN |

;
790.616.0722141
DAN ASET DAZRAH POEIBETR 2R

47.435.539.104
|

0 8.527.209.89:

170.046.616.003

226.009.364.998

796.417.438.568

29.883.660.662

178.450.000

3.000.000.000 169.736.616.003

202.798.726.665|

5102 15.02.0.00.0.00.03.0000

BADAN |
PENDAPATAN

13.683.070.867,
DAERAH ‘

5.142.604526 |

69.950.000 0

5.212.554.526

13.483.070.867,

|

5.449.715.908 |

213.850.000

w
oy
ay
[
W
(o2
o
o
(=3
3

H
H
|

KEPEGAWAIAN

11.347.240.502|

579.928.160 0

11.927.168.662

3.250.000

9.980.498.723

499.086.120

10.479.584.843 |

1.5.05.5.03.02.0000

3.250.000'

3ADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

i

| |

| o!

i f
DAERAH l

521.379.668 |

80.833.500 0

602.213.168

789,3802181?

!

789,380.2184‘

https://Iembatakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?FCCWQGUJMy@
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~

0.

/8



20/10/22 11.30 Sistem Informasi Pemerintahan Daeran - Lampiran 2 APBD

BADAN
| PERENCANAAN | |
P _ : PEVBANGUNAN | .
503 5.07.5.05.5.03.02.0000 : | 521.379. 833500 i 1 . 789.380.21 0 789.80.218
5103 501.505:5.03.02.000 | DENELTIAN DAN 0. 521379668 80.833.500 0 0 602.213.168 0 89.380.218 0 0 789.280
i PENGEMBANGAN ! ‘
! | DAZRAH ! | |
! BADAN ! | : |
P i KEPEGAWAIAN DAN | : |
15103 5.03.0.00.0.00.02.0000' PENGEVIBANGAN 32500000 10.825.860.834.  499.094.660 0 0 ©1.224.955.494 3250000  6.191.1:8505 £99.086.220 0 0 9.690.204.625
i SUMBER DAYA i ‘
MANUSIA DAERAH |
! { PENELITIAN DAN | i
505 : 49.679.890 | 0 679.8 0 019.8 0 0 0 0.019.890
05 | PENGEMBANGAN 0 9.679 0 0 49.679.890 | 60.019.890 6
3ADAN
i PERENCANAAN
I T PEVBANGUNAN ]
05 '5.01.5.05.5.03.02.0000 ‘ i 9.679. | 49,679, : 019. 0 019.890
5105 5.01.5.05.5.03.02.0000] ENELTAN DaN J 49.679.890 o: 0 0 5.679.890 0 60.029.890 o 0 60.01
PENGEVBANGAN ;
DAZRAH
'UNSUR PENGAWASAN : .
6 {URUSAN 500.000/ 6.714.059.034 0 0 0 6.714.059.034 500.000  6.081.303.999 0 0 0|  6.081.303.999
'PEMERINTAHAN ; !
6 01 :)NASE‘;E:;ORAT 500.000,  6.714.059.034 0 0 0 6.714.059.034 500.000  6.081.303.999 0 0 0|  6.081.303.999
ol . ; : INSPEKTORAT . : _ ‘ L _ P ; ST
6/01 6.07.5.03.0.00.01.0000. R A 500.000!  6.714.059.034 0 0 0 6.724.059.03¢ 500000/  6.081.303.999 0 0 0 6.081.303.999
| | DAERAH | i i
70 [UNSUR KEWILAYAHAN 332.200.000 32.496.172.861 42.954.840 0 0  32.539.127.701|  195.200.000  29.842.694.423  157.373.090 0 0| 30.000.067.513
7,01 | KECAMATAN 332.200.000 32.496.172.861 42.954.840 0 0 32539.127.701|  195.200.000 29.842.694.423  157.373.090 0 0] 30.000.067.513
| P . ! KECAMATAN ‘ - - " . —_— » . [ - — T
7101 .7.02.0.00.0.00.01.0000 il 325.000.000, 12177333295 14.000.000 0 0 12:91.333.295 188.000.000 11.478483.526 83.440.500 0 0| 11.561.924.026
7101701000000020000]  ECAMATAN 1000000 2457988353 0 0 0 2457988553 1000000  2415293.960 0 0 o] 2415293960
i . ; KECAMATAN . i : " e A - : = i R :
-7 01 7.02.0.00.0.00.03.0000 Ovieia: 10000000 2.440.409.471 28.954.840 0 0 2.469.364311 1.000.000, 2271819642 28.952.840! 0 0 2.300.774.482
17 01 7.02.0.00.0.00.04.0000 ;SE:XA%IAN 500000,  2.849.510.283 0 0 0 2.849.510.283 500.000]  2.406.636.939 o 0 0 2.406.636.939
7101 7.01.0.00.0.00.05.000C KECAMATAN ATADE 1.000.000)  2.585512401 0 0 0 2585.512.401 1000000,  2.437.913.703 25.657.750 | 0 0 2463571453
L . i KECAMATAN _ ‘ | o B | . : .
17 017.61.0.00.0.00.06.0000 | ( 5 500000,  2.882.192.620 0 0 0 2.882.192.620 5000000  2377.061.188 19.320.000 0 0 2.396.381.188
Lo i NAGAWLUTUNG i | | i i
17101 7.02.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN [LE APZ 10000000 2.177.020.499 0 0 0 2.177.020.499 1000000  2.101.487.417 0 0 0 2..02.487.417
1710117.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMAIAN 1.000.000]  2.860.038.7421 0 0 0 2.860.038.742 1.000.000)  2.359.355.047 0! 0 o 2.359.355.047
S j WULANDON: j | ! | ,
701 7.01.0.00.0.00.09.0000 ff\ff;”A'AN [EAPE 12000000  2.066.166.997" 0 0 0 2.066.166.997 1200000 1.994.643.00% o 0 0 1.994.643.001
8! jﬂr':'nzu“;‘ PEMERINTAHAN 500.0001 5.231.573.896 0 0 0 5.231.573.896 500.000  5.158.676.281 0 0 0|  5.158.676.281

A
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20/10/22 11.30 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD

8 01 i KESATUAN BANGSA 500.000 5.231.573.896 0 0 0 5.231.573.896 500.000  5.158.676.281 0 0 0 5.158.676.281

i | DAN POLITIK
[ BADAN KESATUAN , | i |
{801 802.0.000.00.02.0000/ BANGSA DAN i 500000,  5.231.573.896 0] 0 0 5.231.573.896 500000  5.158.676.28% 0 0 0 5.158.676.281
Pl i POLITIK ! ! ! i | i i |

I

T

TOTAL  830.139.770.945 546.092.960.741 340.472.984.310  8.527.209.891|170.046.616.003 1.065.139.770.945 |831.257.896.447 531.437.547.847 339.970.822.759 3.000.000.000 169.736.616.003|1.044.144.986.609

: LPJ Bup,aﬁ Lembata |

\ .
N
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